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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR A~ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

D1

BUPATI PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan
bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan;

bahwa untuk tercapainya visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021, dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 menunjukkan
adanya Kketidaksesuaian dengan perkembangan
keadaan, maka diperlukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurufa, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2019;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan mulai berlakunya Undang -
Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550 );
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2009 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2013 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor
12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2019.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJIMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015-2021.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pasal 2

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 merupakan
landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam
menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019.

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

BAB | Pendahuluan.

BAB I Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 Sampai
Dengan Triwulan Kedua.

BAB Il Rencana Program Dan Prioritas Daerah Dalam
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019.

BAB VI Penutup.

(2) Uraian mengenai Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran | merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 4

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II,
I1l dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2019 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1digunakan sebagai :

a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan
Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2019;

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyesuaian Rencana
Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja Perubahan dan
Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019;

c. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

JUNAEDI
Diundangkan di Pemalang Kasubag/ Seketaris Kepala  Pj.Sekda
pada tanggal Paraf  Kasubi Badan Badan
Hirarki

Pj. SEKRETARIS DAERAH 4 r'
KABUPATEN PEMALANG >y

NI WAYAN ASRINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR



